Menimbang

Mengingat

GUBERNUR KEPULAUAN RIALUS

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN I1AY
NOMOR 9! tTAHUN 2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI LINGGA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

bahwa untuk meningkatkan pererataar. din  perluasan
akses Pendidikan Khusus dan meraberilan  peliyanan
kepada anak berkebutuhan khusus cdalem suata proses
aktualisasi potensi peserta didik merjedi kompetnsi yang
dapat dimanfaatkan atau digunakaa dalant lzehidupan, maka
perlu adanya tempat penyelenggaraan pendidilan yang layak
dan memenuhi syarat;

b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimena diseputlkan
dalam huruf a, maka perlu meaetipkan Izin Peandirian
Sekolah Luar Biasa Negeri Lingga;

c. bahwa berdasarkan pertimbangar. sebagsimana dimaksuc
dalam huruf a dan hurufb perlu menetapkan Kepuatusan
Gubernur Kepulauan Riau;

1. Undang-Undang INomor 23 Tatun 2002  fentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riiu (Ler-baran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Fepublik Indonesia Noraor 4:237),

2. Undang-Undang Nomor 20 Talam 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara ¥:publik mdonesia
Tahun 2003 Noraor 78, Tambahan Lembarar Negara
Republik Indonesia lNomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ientang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Megara Republik hndonesia
Tahun- 2014 Nomwor 244, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) szbapairman: telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Urdang-Undeng Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 201% tentany  Jemeriataluan
Daerah  (Lembaran  Negara Fepublik Tahun 2015



10.

11

Nomor 58, Tambahan Lembarar. Negara Republik [ndonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahur 2005 entang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran N:gara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tamkzban  Lembaran
Negara Republik Indonesia Norcaor 4496);

Peraturan Pemerintah Nomor £8 Tahun 2005 tentaag
Pengelolaan Keuargan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tarnbzhan lembaran
Negara Republik Indonesia Norriot +57:3).

Peraturan Pemerintah Nomor 17 ‘Tehmii 2010 entang
Pengelolaan dan Fenyelenggaraaa Ferclidihan  (Lembarun
Negara Republik Indonesia Tahun 20100  Nooor 23,
Tambahan Lembarian Negara Repablil  [hd:nesia  Nomor
5105) sebagaimana telah cdiubah deng:n  Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (entang Pernbahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun2010 entang
Pengelolaan dan Penyelenggarian  (Lem:acan Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomer 112, Tarbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Momor & 157);

Peraturan Pemeriatah Nomor & Tahun 2016 entang
Penyandang Disabilitas  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nonior 69, 7Tambz han leinbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 87 1);

Keputusan Presiden Nomor 60/P (ehii. 2016 lentang
Pengesahan Pemberhentian Wakil Gulernac F2pulauen Risu
Masa Jabatan Tahun 2016-2021 dur e 1g2saluan
Pengangkatan Gubemur Kepulawn Riana 3ise Mase Jabatan
Tahun 2016-2021;

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedomun
Pengelolaan Keuangan Daeraly scbugaimana relaly diubih
beberapa kali terakhir dengan Ferarurar )denteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubaban Kecdua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor |4 Tahur 2006
tentang Pedoman Pengelolaann Keuangan l)serah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Namo 310);

Peraturan Menteri Pendidikan Nzsional Morner 33 Tahun
2008 tentang Stanclar Sarana Dau Prasarana Untul Sekolah
Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolih Menegah Fertarna Luar
Biasa (SMPLB), Dan Sekolah Meaenizeh /Atis Luar Biasa
(SMALB);

Peraturan Menteri Pendidikan dan hebudaraan Momor 36
Tahun 2014 tentang Pedoman Pendunan, Perubal ary, dan
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Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Mcaengah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 21014 Nopor 607);

12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulaian Fiau Momor 3 Tabhun
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Kevangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tabue 2007
Nomor 3) sebagairnana telah dubeh dinzan Peratura
Daerah Provinsi Kepulauan Ristv Nornor € Tahur 2000
tentang Perubahan Atas Petsturin  Dseralh  Frovinsi
Kepulauan Riau Nornor 3 Tahun 2007 terdar g Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (l:mbiwan Cacrab Frovinsi
Kepulauan Riau 2011 Nomor 6, T:wvnbahan Lembaran Daerad
Provinsi Kepulauan Riau Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Izin Pendirian Sekolah Luar Biasa Negeri Lingga.

Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pacda Jdiktam KESATU
apabila memenuhi persyaratan seperii yaryz diamanatkao dalam
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003  centang Sistem
Pendidikan Nasional, Perzgturan Pemermcah Noroe 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggacian Pendidilan, Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 ‘Tahun 2008 (entang
Standar Sarana Dan Prasarana Uniuk 3ekolah Dasar Lua-s Biasa
(SDLB), Sckolah Menegah Pertama Luac Biasi (SMPLE], Dan
Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB| dan )'eraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaaa Nomcr 36 Tabun 2014
tentang Pedoman Pendirian Perubshan din Penuatapan Satuiat
Pendidikan Dasar dan Menengah, akian diberikin lzin
Operasional yang tetap.

Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada Jdiktan KESATU
berkewajiban  memenuhi Standar Felayeanan Viinimum
sebagaimana diatur dalam ketentuan padia diziu-r EEOUA dian
dalam hal melaksanakan proses belajar reapgasu  clan
Kurikulum yang digunakan mengikuli penrajub dan }etentuen
yang berlaku.

Izin Pendirian sebagaiimana dimakswd pucda dictn KESATU
berlaku Tetap dan/atau Permanen selam: Sclolab Luan Biasa
Negeri Lingga melaksanakan operasional bel:jar menga)as.

Segala biaya yang timbul dengan diteraplianran Kepuasan iai
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dar Belanjoe Daerah
Provinsi Kepulauan Riau.



KEENAM

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang

GUBE KEPULAUAN RIAU,

< 'S

IN BASIRUN

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1.
2.
3.

4.

Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau di
Tanjungpinang;

Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di
Tanjungpinang;

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga di Daik.



